
 RUMUSAN ACARA 
 RAPAT PEMANGKU KEPENTINGAN 

 PROGRAM PERBAIKAN PERIKANAN RAJUNGAN 
 DI PERAIRAN KALIMANTAN TIMUR 

 Pada  hari  Rabu,  Dua  Puluh  (20)  September  tahun  Dua  Ribu  Dua  Puluh  Tiga 
 (2023)  telah  dilaksanakan  Rapat  Pemangku  Kepentingan  Program  Perbaikan 
 Perikanan  Rajungan  di  Perairan  Kalimantan  Timur  dalam  rangka  bimbingan 
 teknis  pengembangan  kapasitas  tingkat  1  MSC,  pembentukan  panel 
 konsultatif,  dan  diskusi  rencana  aksi,  sebagai  tindak  lanjut  dokumen 
 pra-penilaian  MSC  Rajungan  unit  penilaian  Jenebora  dan  Tanjung  Jumlai, 
 dengan  metode  penangkapan  bubu  dan  gillnet  di  perairan  Kalimantan  Timur, 
 Wilayah Pengelolaan Perikanan 713. 

 Dengan memperhatikan: 
 1.  Pemaparan  dukungan  dan  arah  kebijakan  Direktorat  Jenderal  Perikanan 

 Tangkap tentang perikanan berkelanjutan dan terukur. 
 2.  Pemaparan  pendalaman  persepsi  terkait  definisi,  dukungan,  dan  tujuan 

 sertifikasi  Marine  Stewardship  Council  (MSC)  serta  Program  Perbaikan 
 Perikanan/  Fisheries Improvement Program. 

 3.  Pemaparan  latar  belakang,  tujuan,  dan  tugas  dari  pembentukan  panel 
 konsultatif atau kelompok kerja. 

 4.  Pemaparan  draft  rencana  aksi  untuk  Program  Perbaikan 
 Perikanan/  Fisheries Improvement Program. 

 Menghasilkan: 
 1.  Terlaksananya  Bimbingan  Teknis  Perikanan  Level  1  yang  disampaikan  oleh 
 Anthony  Alvin,  perwakilan  MSC  Indonesia  kepada  para  pemangku  kepentingan 
 di Provinsi Kalimantan Timur. 
 2.  Disepakatinya  struktur  dan  mekanisme  Pengurus  Pengelolaan  Rajungan 
 Kalimantan Timur. 
 3.  Disepakatinya  draft  rencana  aksi  Program  Perbaikan  Perikanan  Rajungan 
 di  Perairan Kalimantan Timur. 

 Berdasarkan  hasil  rapat  pemangku  kepentingan  ini,  disepakati  untuk 
 menindaklanjuti: 
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NOTULENSI RAPAT

Tanggal/Waktu 20 September 2023/08:00-17:00 WITA

Lokasi NEO+ Hotel Balikpapan

Agenda Rapat Pemangku Kepentingan Program Perbaikan
Perikanan Rajungan Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan 1. Membentuk panel konsultatif atau kelompok kerja
2. Mendiskusikan dan menyepakati rencana aksi

SESI PERTANYAAN DAN SHARING (TRAINING)

Jen (DKP Prov Kaltim):
- MSC untuk international, sedangkan standar pemerintah ada SKP dan HACCP,

apa keuntungan dari MSC?

Anthony (MSC):
- Sertifikasi MSC untuk meningkatkan permintaan pasar dari luar, yg mendukung

perikanan berkelanjutan.

Idris (DP3 Balikpapan):
- Banyaknya sertifikasi berdampak pada harga jual yang tinggi, sedangkan

kenaikan harga karena sertifikasi dapat mengakibatkan penurunan angka
konsumsi ikan warga lokal.

Idris (DP3 Balikpapan):
- Komoditas Tuna indonesia di Maluku sudah dapat MSC, apakah bisa pelaku

penangkapan dari Kaltim bisa juga diklaim dijual dengan MSC?

Anthony (MSC):
- Bisa dengan syarat yang dipenuhi. Dalam MSC ada perluasan cakupan, bisa

meminta kepada auditor untuk melakukan penilaian tambahan atau mengajukan
penilaian mandiri.

Jen (DKP Prov Kaltim):
- Yang dinilai hanya satu alat tangkap, kenapa tidak semua?



Anthony (MSC):
- Sertifikasi alat tangkap tergantung yang mengajukan, contoh kasus rajungan

ditangkap dengan gill net atau bubu. Namun yang mengajukan hanya
memasukkan alat tangkap bubu dalam sertifikasi, jadi yang disertifikasi nanti
bubu.

SESI PEMBENTUKAN PANEL KONSULTATIF

Paparan WWF: Latar Belakang Pembentukan Panel Konsultatif
- Aruna telah melakukan pra penilaian dengan komoditas rajungan menggunakan

alat tangkap Bubu dan Jaring di Jenebora dan Tanjung Jumlai.
- Presentasi hasil penilaian ; Aruna masih memiliki PR nilai-nilai indikator kinerja <60

yang berwarna merah (Prinsip 1 (4), Prinsip 2 (6), Prinsip 3 (2)
- Perlunya Kolaborasi Program perbaikan perikanan antar stakeholder.
- 14 Juni 2023 Aruna telah melakukan pre-assessment. Tindak lanjut dari kegiatan

tersebut perlu adanya pembentukan panel konsultatif pada kegiatan hari ini
tanggal 20 September 2023, yang mengundang para pemangku kebijakan.

- Dari hasil pra penilaian telah dikembangkan Rencana Aksi dari Aruna (terlampir).
- Perlunya Kolaborasi Program perbaikan perikanan.
- FIP merupakan kerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu

dalam perikanan
- Adanya tugas panel untuk mewujudkan FIP tersebut (terlampir).

Pertanyaan dan Pendapat Peserta Rapat

Pertanyaan dan jawaban
1. Dasar hukum terbitnya flow Harvest Strategy (HS)? - Utari, Aruna
- Flow HS, diawali berdasarkan kajian data stok perikanan (Alfi, WWF)
2. Untuk pemenuhan HS, apakah bisa hanya cukup dengan Permen terkait

Rajungan? - Idrus, DP3 Balikpapan
- HS adalah turunan dari Rencana Pengelolaan Perikanan, sehingga untuk

pengelolaan yang lebih spesifik, HS diperlukan (Duranta, BRIN)
3. Kenapa lokasi pengajuan tidak menggunakan Kalimantan Timur? (Kadson,

BKIPM I Balikpapan)
- Kenapa lokasinya hanya spesifik tidak seluruh kaltim, Aruna memandang dari sisi

fokus dulu. Yang dinilai yaitu 2 lokasi. Nanti jika berhasil maka akan dilakukan
perluasan wilayah dan duplikasi di wilayah berikutnya, karena jika berhasil berarti
seluruh kaltim sudah eligible



4. Perlu diketahui apakah kabid budidaya masih relate dengan program ini. (Alfi,
WWF)

- Kabid Budidaya PPU lingkup perairannya perairan darat, tidak ada budidaya laut,
jadi kurang relate. Sebaiknya belum perlu dilibatkan di tim pokja. (Idrus, BKIPM I
Balikpapan)

5. Aruna sempat melakukan restocking bibit-bibit rajungan (APRI juga melakukan
hal tersebut). Selain itu, Indonesia memiliki Balai Budidaya 2, Jepara dan
Galesong. Masih menjadi pertanyaan Aruna apakah di masa depan rajungan
akan dilakukan pengembalian stok ke laut. (Utari, Aruna)

- Dalam penilaian MSC, terdapat indikator kinerja tentang stock rebuilding. Ke
depannya perlu ada tindakan-tindakan untuk pemulihan stok (Alfi, WWF)

Pendapat
1. Stasiun PSDKP Tarakan dan juga disertai Satwas SDKP Balikpapan agar menjadi

team spesifik yang dapat fokus terkait hal ini. (Kartini, Stasiun SDKP Satwas
Balikpapan)

2. Saran dari Aruna, karena asesmen akan banyak di wilayah kaltim, serta
mempertimbangkan efektifitas koordinasi. Usulan aruna ketua tetap kepala dinas
provinsi sebagai tim pengarah level tertinggi. (Utari, Aruna)

3. Perlu adanya pengesahan dari SK Legalitas Pokja terlebih dahulu, sebelum
membahas detail rencana aksi. Serta terkait lokasi penilaian stok rajungan, perlu
adanya penilaian lokasi status stok. (Duranta, BRIN).

4. BKIPM telah memiliki 2 eselon, terbagi Mutu dan Karantina. BKIPM baiknya tidak
ditulis kepala, hanya instansi saja, karena nanti baiknya program ini langsung
terikat dengan tim teknis. (Kadson, BKIPM I Balikpapan).

5. DP3 Balikpapan: Mohamad Idrus
- Tim pengelola tidak memiliki kewenangan untuk implementasi kerja, tetapi DP3

Balikpapan siap membantu
- Untuk kebijakan wilayah laut dan pesisir tidak merupakan kewenangan

kabupaten/Kota
- Kabupaten/Kota tidak mau melampaui batas untuk pengajuan usulan kelompok

kerja
- Mengharapkan perlunya Direktur KAPI menjadi tim pengarah
- Perlu pemaparan secara awal terkait review bahan diskusi rencana aksi

kedepannya
- Lokasi Penilaian status stok rajungan di Perairan Kalimantan Timur
6. Berdasarkan UU No. 23, kewenangan dari Kabupaten/Kota tidak mengelola

wilayah laut (Mirsal, Dinas Perikanan PPU)
7. DKP Provinsi Kaltim:



- Provinsi hanya sebagai pengarah (laut 12 mil) tidak memiliki nelayan, karena yg
mengelola nelayan adalah Kabupaten

- Tim Pengelola sebaiknya menjadi ketua.
- Lokus di PPU, kabid perikanan tangkap DKP PPU menjadi ketua.
- Untuk lokasi penilaian status stok diharapkan di lokasi perairan balikpapan dan

penajam

HASIL RUMUSAN

Dirumuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Dibentuknya Pengurus Pengelolaan Rajungan Kalimantan Timur yang akan

diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Kalimantan Timur, dengan struktur sebagai berikut:

2. Disepakatinya draft rencana aksi Program Perbaikan Perikanan Rajungan di
Perairan Kalimantan Timur, dengan 7 rencana aksi sebagai berikut:

1) Penilaian status stok rajungan Portunus pelagicus di perairan Kalimantan
Timur

2) Mendukung pengembangan strategi pemanfaatan rajungan
3) Penilaian tangkapan sampingan – menggunakan RBF
4) Pengelolaan hasil perikanan pasca penangkapan – Spesies non-target
5) Melakukan penilaian dampak perikanan terhadap ekosistem dan habitat
6) Membentuk pengurus pengelolaan rajungan di Kalimantan Timur



7) Mengembangkan sistem pemantauan, kepatuhan dan pengawasan sumber
daya

Detail kegiatan dalam matriks di bawah ini:



Action 
Name/Name of 
Activity

Aksi 1. Penilaian status stok rajungan Portunus pelagicus di perairan Kalimantan Timur Timeline

Action Summary 
(outcomes)

Status stok perikanan perlu diketahui dengan baik untuk mendukung implementasi pengelolaan yang dapat 
terukur secara efektif. Penilaian perlu dilakukan menggunakan metode yang sesuai kebutuhan pengelolaan 
perikanan di perairan Kalimantan Timur, Length Based Spawning Potential Ratio (LBSPR) dan Catch per Unit 
Effort (CPUE). Untuk melakukan penilaian status stok perlu dilakukan kegiatan seperti; pengumpulan data, 
analisis data, dan pengelolaan database. Status stok terbaru akan dipublikasikan pada tulisan ilmiah.

2023 2024

Performance 
Indicator

1.1.1 Status stok (<60) , 1.2.3 informasi dan monitoring (<60), 1.2.4 Pengkajian status stok (≥80)

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt

Main Activities Output Detail Activities Output PIC MoV (need to be 
checklisted)

1.1 Menyepakati 
formulir dan 
metode 
pendataan

Disepakatinya 
komponen-komponen 
yang perlu didata ke 
dalam formulir 
pendataan dan 
metode pendataan 
sesuai dengan rujukan 
pusat riset perikanan

1.1.1 
Melaksanakan 
pertemuan untuk 
menyepakati 
formulir pendataan 
dan metode 
pendataan

a. Tersedianya TOR 
untuk kegiatan diskusi 
b. Tersedianya MoM 
hasil diskusi

MoM hasil diskusi

1.1.2 Menyusun 
SOP pendataan 
yang 
mencantumkan 
metode pendataan 
dan formulir 
pendataan

a. Tersedianya SOP 
pendataan dan formulir 
pendataan

SOP pendataan dan 
formulir pendataan

1.2 Training 
enumerator dan 
evaluasi

Enumerator 
memahami fungsi dan 
tugasnya dalam 
pendataan

1.2.1 Memberikan 
training kepada 
enumerator

a. Tersedianya TOR 
training
b. Tersedianya daftar 
peserta yang akan 
menjadi target 
pelatihan
c. Tersedianya laporan 
hasil training (hasil pre 
& post test) dan 
dokumentasi

Laporan hasil training 
dan dokumentasi

1.2.2 Mengevaluasi 
kinerja enumerator

a. Tersedianya metode 
evaluasi
b. Tersedianya laporan 
hasil evaluasi

Laporan hasil evaluasi 
dan dokumentasi

1.3 Pengambilan 
data

Terlaksananya 
pendataan biologi 
komposisi ukuran, 
biologi reproduksi, 
pendaratan, dan 
operasional

1.3.1  
Melaksanakan 
pendataan biologi 
komposisi ukuran, 
biologi reproduksi, 
pendaratan, dan 
operasional secara 
berkelanjutan

a. Tersedianya SOP 
pendataan dan formulir 
pendataan

SOP pendataan dan 
formulir pendataan



1.3 Pengambilan 
data

Terlaksananya 
pendataan biologi 
komposisi ukuran, 
biologi reproduksi, 
pendaratan, dan 
operasional

1.3.2 Evaluasi 
kualitas data

a. Tersedianya TOR 
evaluasi
b. Tersedianya MoM 
hasil evaluasi
c. Tersedianya laporan 
evaluasi dan 
dokumentasi

MoM hasil diskusi
Laporan hasil diskusi

1.4 Pengumpulan 
database

Terkumpulnya data 
biologi komposisi 
ukuran, biologi 
reproduksi, 
pendaratan, dan 
operasional dalam 
sebuah database

1.4.1 Membuat 
database

a. Tersedianya SOP 
pengumpulan data dari 
enumerator ke PIC 
pusat
b. Tersedianya 
database

Laporan  hasil olahan 
data

1.5 Pertemuan 
panel ilmiah

Tersedianya hasil 
kajian stok rajungan

1.5.1  Menganalisis 
data rajungan

a. Tersedianya laporan 
hasil analisis data 
rajungan

Laporan hasil analisis 
data rajungan

1.5.2 
Melaksanakan 
pertemuan ilmiah 
untuk mengkaji 
hasil analisis

a. Tersedianya TOR 
diskusi
b, Tersedianya MoM 
hasil diskusi

MoM hasil diskusi

1.6 Validasi data
Tersedianya hasil final 
kajian stok rajungan

1.6.1 
Melaksanakan peer 
review dengan 
akademisi

a. Tersedianya TOR 
untuk kegiatan peer 
review

MoM peer review

1.6.2 Melakukan 
revisi sesuai 
dengan hasil peer 
review

a. Tersedianya laporan 
akhir kajian stok 
rajungan

Laporan akhir stok 
rajungan

1.7 Publikasi 
ilmiah stok 
Rajungan

Terpublikasinya status 
stok rajungan dalam 1 
tahun

1.7.1  Mempublikasi  
artikel ilmiah 
nasional/internasio
nal

a. Artikel ilmiah 
terpublikasi 
(nasional/internasional)

Artikel ilmiah yang 
terverifikasi

Action 
Name/Name of 
Activity

Aksi 2. Mendukung pengembangan strategi pemanfaatan rajungan Timeline

Action Summary 
(outcomes)

Strategi pengelolaan tangkap perlu dikembangkan di perairan Kalimantan Timur (WPP 713) untuk 
mengimplementasikan pengelolaan perikanan yang baik. Strategi Tangkap merupakan turunan dari Rencana 
Pengelolaan Perikanan. Saat ini HS rajungan masih terbatas pada WPP 712 berdasarkan Perdirjen No 6 
Tahun 2020.

2023 2024

Performance 
Indicator

1.1.1 Status stok (<60) , 1.2.3 informasi dan monitoring (<60), 1.2.4 Pengkajian status stok (≥80)

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt

Main Activities Output Detail Activities Output PIC MoV (need to be 
checklisted)

2.1 Pelaksanaan 
lokakarya 
pengembangan 
strategi 
pemanfaatan dan 
aturan kendali 
tangkap

Tersedianya 
pemetaan 
permasalahan dalam 
penangkapan 
rajungan

2.1.1 
Melaksanakan 
lokakarya

a. Tersedianya TOR 
lokakarya
b. Tersedianya 
dokumen pemetaan

MoM lokakarya
Dokumen pemetaan



2.2 Penyusunan 
strategi 
pemanfaatan dan 
aturan kendali 
tangkap

Tersedianya rencana 
strategi pemanfaatan 
dan aturan kendali 
tangkap

2.2.1 
Melaksanakan 
pertemuan untuk 
mendiskusikan 
penyusunan 
strategi

a. Tersedianya TOR 
pertemuan
b. Tersedianya 
dokumen rencana 
strategi

MoM  diskusi
Dokumen rencana 
strategi

2.3 Percobaan 
implementasi 
strategi 
pemanfaatan dan 
kendali tangkap

Terimplementasinya 
rencana strategi 
pemanfaatan dan 
aturan kendali 
tangkap

2.3.1 
Mengimplementasi
kan percobaan 
implementasi 
dalam kurun waktu 
tertentu (uji coba)

a. Tersedianya checklist 
implementasi untuk 
membandingkan 
kesesuaian praktik 
dengan rencana

Hasil checklist 
implementasi

2.4 Lokakarya 
evaluasi strategi 
pemanfaatan dan 
aturan kendali 
tangkap

Tersedianya hasil 
evaluasi dari  
percobaan 
implementasi strategi 
pemanfaatan dan 
aturan kendali 
tangkap

2.4.1 
Melaksanakan 
lokakarya evaluasi

a. Tersedianya TOR 
lokakarya
b. Tersedianya hasil 
evaluasi dan rencana 
perbaikan sesuai 
dengan hasil evaluasi

MoM lokakarya
Dokumen rencana 
perbaikan

2.5 Pelaksanaan 
pendataan 
legalitas nelayan 
dan kapal 
perikanan

Terlegalisasinya 
nelayan-nelayan dan 
kapal-kapal dalam 
UoA

2.5.1 Memfasilitasi 
pendaftaran 
KUSUKA

a. Tersedianya kartu E-
Kusuka

E-Kusuka
Checklist nelayan yang 
terdaftar

2.5.2 Memfasilitasi 
pendaftaran Pas 
Kecil dan TDKP

a. Tersedianya kartu E-
Pas kecil
b. Tersedianya 
dokumen TDKP

E-Pas kecil
Dokumen TDKP
Checklist kapal yang 
terdaftar

2.6 Sosialisasi 
strategi 
pemanfaatan dan 
aturan kendali 
tangkap

Nelayan memahami 
rencana strategi 
pemanfaatan dan 
aturan kendali 
tangkap

2.6.1 Sosialiasi 
kepada nelayan

a. Tersedianya TOR 
sosialisasi
b. Tersedianya 
dokumentasi
c. Tersedianya laporan 
hasil  sosialisasi

TOR  sosialisasi
Dokumentasi dan laporan 
hasil sosialisasi

2.7 Adopsi strategi 
pemanfaatan ke 
tingkat peraturan 
desa

Terbitnya peraturan 
desa terkait strategi 
pemanfaatan 
rajungan

2.7.1  Membahas 
dan menyepakati 
rancangan 
Peraturan Desa

a. Tersedianya TOR 
diskusi
b. Tersedianya 
dokumen rancangan 
peraturan desa

TOR diskusi
Dokumen peraturan desa

2.7.2 
Menandatangani 
dan mempublikasi 
peraturan desa 
dalam Berita Desa

a. Tersedianya 
dokumen akhir 
peraturan desa

Dokumen akhir peraturan 
desa

2.8 Membuat alat 
informasi yang 
memuat aturan 
kendali tangkap

Tersedianya dokumen 
aturan kendali 
tangkap

2.8.1 Membuat 
dokumen aturan 
kendali tangkap 
berdasarkan 
pengkajian stok

a. Tersedianya 
dokumen aturan kendali 
tangkap

Dokumen aturan kendali 
tangkap

2.9 Pelatihan 
terhadap nelayan 
mengenai 
pengembalian 
rajungan yang 
membawa telur

Nelayan memahami 
aturan kendali 
tangkap

2.9.1 
Melaksanakan 
pelatihan 
pengembalian 
rajungan bertelur

a. Tersedianya TOR 
pelatihan
b. Tersedianya laporan 
hasil pelatihan 
(termasuk hasil pre test 
& post test)

TOR pelatihan
Laporan hasil pelatihan 
dan dokumentasi



2.10 Pelaksanaan 
pengawasan dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
aturan

Tersedianya laporan 
hasil implementasi dan 
laporan evaluasi

2.10.1 
Mengimplementasi
kan strategi 
pemanfaatan dan 
aturan kendali 
tangkap

a. Dokumentasi dan 
laporan hasil 
implementasi

Dokumentasi
Laporan hasil 
implementasi

2.10.2 
Mengevaluasi 
pengimplementasia
n

a. Laporan hasil 
evaluasi yang 
menyatakan 
keefektivitasan  strategi 
pemanfaatan dan 
aturan kendali tangkap

Laporan evaluasi

Action 
Name/Name of 
Activity

Aksi 3. Penilaian tangkapan sampingan – menggunakan RBF Timeline

Action Summary 
(outcomes)

Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan enumerator yang mendata semua hasil tangkapan nelayan 
termasuk tangkapan sampingan. Hasil dari kegiatan ini akan dikumpulkan ke dalam database perikanan dan 
menjadi acuan dalam pengelolaan perikanan rajungan.

2023 2024

Performance 
Indicator

2.2.1 Hasil spesies sekunder (<60), 2.2.2 Pengelolaan spesies sekunder (<60), 2.2.3 informasi spesies 
sekunder (<60), 2.3.1 Hasil Spesies ETP (60-79), 2.3.2 Pengelolaan Spesies ETP (<60), 2.3.3 infromasi spesies 
ETP (60-79) Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt

Main Activities Output Detail Activities Output PIC MoV (need to be 
checklisted)

3.1 Pelatihan 
enumerator untuk 
pendataan hasil 
tangkapan 
nelayan

Enumerator 
memahami fungsi dan 
tugasnya dalam 
pendataan

3.1.1 Pelatihan 
kepada enumerator 
untuk pendataan 
hasil tangkapan 
sampingan

a. Tersedianya TOR 
training
b. Tersedianya daftar 
peserta yang akan 
menjadi target 
pelatihan
c. Tersedianya laporan 
hasil training (hasil pre 
& post test) dan 
dokumentasi

Laporan hasil evaluasi

3.1.2 Mengevaluasi 
kinerja enumerator

a. Tersedianya metode 
evaluasi
b. Tersedianya laporan 
hasil evaluasi

Laporan hasil evaluasi 
dan dokumentasi

3.2 Pengambilan 
data 

Terlaksananya 
pendataan biologi 
komposisi ukuran, 
biologi reproduksi, 
pendaratan, dan 
operasional

3.2.1 
Melaksanakan 
pendataan jenis 
dan kuantitas

a. Tersedianya SOP 
pendataan dan formulir 
pendataan

SOP pendataan dan 
formulir pendataan

3.2.2 Evaluasi 
kualitas data

a. Tersedianya TOR 
evaluasi
b. Tersedianya MoM 
hasil evaluasi
c. Tersedianya laporan 
evaluasi dan 
dokumentasi

MoM hasil diskusi
Laporan hasil diskusi

3.3 Analisis data

Terdapat hasil analisis 
mengenai jenis dan 
kuantitas tangkapan 
sampingan

3.3.1 Menganalisis 
distribusi jenis dan 
jumlah tangkapan 
sampingan

a. Tersedianya hasil 
analisis tangkapan 
sampingan

Laporan hasil analisis



3.4 Penilaian 
menggunakan 
RBF

Terdapat hasil 
penilaian risiko 
tampangan 
sampingan dan 
statusnya

3.4.1 Melakukan 
penilaian 
menggunakan RBF

a. Tersedianya data 
tangkapan sampingan

Laporan hasil RBF (List 
tangkapan sampingan 
dan statusnya - 
dilepaskan atau diambil)

3.5 Pertemuan 
tinjauan hasil RBF

Terdapat hasil 
pengkajian tangkapan 
sampingan

3.5.1 
Melaksanakan 
pertemuan tinjauan 
hasil RBF dengan 
peneliti dan 
akademisi

a. Tersedianya TOR 
pertemuan
b. Tersediany MoM hasil 
pertemuan
c. Tersedianya laporan 
hasil peninjauan dan 
dokumentasi pertemuan

MoM hasil pertemuan
Laporan hasil peninjauan 
dan dokumentasi

3.6 Penyesuaian 
hasil tinjauan 
bersama

Terdapat hasil 
tinjauan pengkajian

3.6.1 Merilis 
laporan penilaian 
tangkapan 
sampingan 
berdasarkan hasil 
tinjauan

a. Tersedianya laporan 
akhir tangkapan 
sampingan

Laporan akhir tangkapan 
sampingan

Action 
Name/Name of 
Activity

Aksi 4. Pengelolaan hasil perikanan pasca penangkapan – Spesies non-target Timeline

Action Summary 
(outcomes)

Aksi ini perlu dilakukan dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan. Nelayan adalah pemangku 
kepentingan yang bersinggungan langsung dengan hasil tangkapan dengan harapan mengtahui, menyetujui 
dan patuh terhadap pengelolaan yang akan dibuat untuk menanggulangi dampak perikanan terhadap 
spesies ETP. Penyusunan pengelolaan akan disosialisaikan dan disepakati bersama kepada para pemangku 
kepentingan untuk diimplementasikan dan di evaluasi.

2023 2024

Performance 
Indicator

2.2.2 Pengelolaan spesies sekunder (<60), 2.3.1 hasil spesies ETP (60-79), 2.3.2 Pengelolaan spesies ETP 
(<60), 2.5.1 hasil ekosistem (60-79), 2.5.2 Strategi pengelolaan ekosistem (60-79)

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt

Main Activities Output Detail Activities Output PIC MoV (need to be 
checklisted)

4.1 Penyusunan 
dokumen 
pengelolaan 
pasca tangkap

Terdapat dokumen 
pengelolaan pasca 
tangkap

4.1.1 
Melaksanakan 
pertemuan 
pemangku 
kepentingan untuk 
perumusan 
dokumen 
pengelolaan pasca 
tangkap

a. Tersedianya TOR 
pertemuan
b. Tersedianya MoM 
pertemuan
c. Tersedianya draft 
dokumen pengelolaan 
pasca tangkap

TOR pertemuan
MoM pertemuan
Draft dokumen 
pengelolaan pasca 
tangkap

4.1.2 Merilis 
dokumen 
pengelolaan pasca 
tangkap

a. Tersedianya 
dokumen akhir 
pengelolaan pasca 
tangkap

Dokumen akhir 
pengelolaan pasca 
tangkap

4.2 Pelatihan dan 
sosialisasi 
pengelolaan hasil 
pasca tangkap

Nelayan memahami 
konsep dan praktik 
pengelolaan pasca 
tangkap

4.2.1 Memberikan 
pelatihan dan 
sosialisasi kepada 
nelayan selaku 
implementer 
praktik 
penangkapan ikan

a. Tersedianya materi 
pelatihan
b. Tersedianya laporan 
hasil pelatihan (pre test 
dan post test) dan 
dokumentasi

Materi pelatihan
Laporan hasil pelatihan 
dan dokumentasi



4.3 Pembuatan 
media informasi

Tersedianya poster 
dan/atau materi cetak 
pengelolaan hasil 
pasca tangkap

4.3.1 Membuat 
media informasi 
dan 
mendistribusikanny
a ke nelayan

a.Tersedianya poster 
dan/atau booklet Poster/booklet

4.4 Pengawasan

Tersedianya  alat 
pengawasan dari 
pengelolaan hasil 
pasca tangkap 
(monitoring report)

4.4.1 Membuat 
monitoring report

a. Tersedianya report 
dari pengawasan 
harian/mingguan/bulan
an

Monitoring report

Action 
Name/Name of 
Activity

Aksi 5. Melakukan penilaian dampak perikanan terhadap ekosistem dan habitat Timeline

Action Summary 
(outcomes)

Aksi ini meliputi kajian dampak alat tangkap terhadap habitat dan ekosistem yang mempengaruhi tumbuh 
kembang rajungan. Hasil dari kajian dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan perikanan.

2023 2024

Performance 
Indicator

2.2.2 Pengelolaan spesies sekunder (<60), 2.3.1 hasil spesies ETP (60-79), 2.3.2 Pengelolaan spesies ETP 
(<60), 2.5.1 Hasil ekosistem (60-79), 2.5.2 Strategi pengelolaan ekosistem (60-79)

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt

Main Activities Output Detail Activities Output PIC MoV (need to be 
checklisted)

5.1 Pengambilan 
data distribusi 
habitat rajungan

Tersedianya data 
distribusi habitat 
rajungan

5.1.1 Pendataan 
rajungan 
berdasarkan 
stratifikasi 
kedalaman
perairan

a. Tersedianya data 
sebaran rajungan 
berdasarkan habitat

Dokumen data sebaran 
rajungan

5.1.2 Analisis data

a. Tersedianya  
hubungan biomassa 
dan ukuran rajungan  
dengan habitat

Dokumen hasil analisis

5.2 Monitoring 
ekosistem

Tersedianya hasil 
monitoring dampak 
penangkapan 
rajungan terhadap 
lamun dan terumbu 
karang

5.2.1 Pengukuran 
tutupan lamun dan 
terumbu karang

a. Tersedianya data 
tutupan lamun dan 
terumbu karang

Dokumen pendataan 
ekosistem

5.2.2 Analisis data

a. Tersedianya 
hubungan 
penangkapan rajungan 
dengan ekosistem

Dokumen hasil analisis

5.3 Sosialisasi 
hasil kajian

Pemangku 
kepentingan 
memahami hasil kajian 
dampak perikanan 
tajungan terhadap 
ekosistem dan habitat

5.3.1 
Melaksanakan 
pertemuan 
pemangku 
kepentingan dalam 
rangka sosialisasi 
hasil kajian

a. Tersedianya TOR 
pertemuan
b. Tersedianya MoM 
pertemuan
c. Tersedianya 
dokumentasi pertemuan

TOR pertemuan
MoM pertemuan
Dokumentasi

5.4 Menyepakati 
Kawasan lindung

Tersedianya kawasan 
lindung berdasarkan 
sebaran rajungan dan 
habitat

5.4.1 Membuat 
peraturan desa 
tentang kawasan 
lindung

a. Tersedianya 
peraturan desa tentang 
kawasan lindung

Dokumen kawasan 
lindung

Action 
Name/Name of 
Activity

Aksi 6. Membentuk pengurus pengelolaan rajungan di Kalimantan Timur Timeline



Action Summary 
(outcomes)

Kolaborasi pengelolaan sangat penting dalam pelaksanaan rencana aksi. Hal ini juga untuk mengawal 
rencana aksi pengelolaan perikanan yang sejalan dengan rencana kerja rajungan. Anggota kelompok terdiri 
dari perwakilan para pemangku kepentingan seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akademisi, 
ilmuan, perwakilan masyarakat, pemerintah desa, pemerintah pusat sebagai Pembina dan NGOs.

2023 2024

Performance 
Indicator

3.1.1 Kerangka legal dan adat (60-79), 3.1.2 Peran konsultasi dan tanggungjawab (60-79), 3.1.3 Tujuan 
jangka Panjang pengelolaan (>80), 3.2.1 Tujuan spesifik perikanan (>80), 3.2.2 Proses pengambilan 
keputusan (<60) Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt

Main Activities Output Detail Activities Output PIC MoV (need to be 
checklisted)

6.1 Melakukan 
pertemuan tingkat 
provinsi, 
kabupaten dan 
desa

Terbentuknya komite 
pengelolaan rajungan 
Kalimantan Timur

6.1.1 
Melaksanakan 
pertemuan 
pemangku 
kepentingan

a. Tersedianya TOR 
pertemuan
b. Tersedianya MoM 
dan dokumentasi

TOR Pertemuan
MoM dan dokumentasi

6.1.2 Membentuk 
komite pengelolaan 
rajungan 
Kalimantan Timur

a. Tersedianya struktur 
organisasi dan tugas-
tugas anggota komite

Dokumen struktur 
organisasi

6.2 
Mengembangkan 
dan menyetujui 
rencana aksi yang 
akan 
diimplementasikan

Tersedianya rencana 
aksi program 
perbaikan perikanan

6.2.1 Menyusun 
rencana aksi 
(program, timeline, 
dan 
penanggungjawab 
setiap program)

a. Tersedianya 
dokumen rencana aksi Dokumen rencana aksi

6.3 Penetapan 
kelompok 
pengelola 
perikanan 
Rajungan 
diKalimantan 
Timur

Tersedianya Surat 
Keterangan Komite 
Pengelolaan Rajungan 
Kalimantan Timur

6.3.1 Menetapkan 
pembentukan 
Komite 
Pengelolaan 
Rajungan melalui 
Surat Keputusan 
Kadis KP Provinsi 
Kalimantan Timur

a. Tersedianya Surat 
Keterangan dari 
Pemerintah Provinsi 
tentang Komite 
Pengelolaan Rajungan

SK Gubernur

Action 
Name/Name of 
Activity

Aksi 7. Mengembangkan sistem pemantauan, kepatuhan dan pengawasan sumber daya Timeline

Action Summary 
(outcomes)

Kolaborasi pengelolaan sangat penting dalam pelaksanaan rencana aksi. Hal ini juga untuk mengawal 
rencana aksi pengelolaan perikanan yang sejalan dengan rencana kerja rajungan. Anggota kelompok terdiri 
dari perwakilan para pemangku kepentingan seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akademisi, 
ilmuan, perwakilan masyarakat, pemerintah desa, pemerintah pusat sebagai Pembina dan NGOs.

2023 2024

Performance 
Indicator

2.3.1 Hasil spesies ETP (60-79), 2.3.2 Strategi pengelolaan spesies ETP (<60), 2.3.3 Informasi spesies ETP 
(60-79), 3.2.3 penegakan hukum dan kepatuhan (<60)

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt

Main Activities Output Detail Activities Output PIC MoV (need to be 
checklisted)



7.1 Melakukan 
pertemuan tingkat 
provinsi melalui 
kelompok 
pengelolaan; 
sistem 
pengawasan, 
kepatuhan dan 
penyelesaian 
sengketa

Tersedianya laporan 
hasil pertemuan 
pemangku 
kepentingan

7.1.1 
Melaksanakan 
pertemuan 
pemangku 
kepentingan untuk 
membahas kondisi 
perikanan saat ini, 
strategi untuk 
memperbaikinya, 
dan sistem 
pengawasannya

a. Tersedianya laporan 
hasil pertemuan MoM pertemuan

7.2 Membentuk 
kelompok 
pengawasan 
sumber daya atau 
memperkuat 
kelompok jika 
sudah ada

Terbentuknya Komite 
Pengelolaan Rajungan 
di Kalimantan Timur

7.2.1 Membentuk 
komite pengelolaan

a. Tersedianya struktur 
organisasi dan tugas 
anggota komite

Struktur organisasi komite 
pengelolaan

7.2.2 Mengesahkan 
komite pengelolaan

a. Tersedianya SK Kadis 
KP Provinsi Kalimantan 
Timur tentang 
pembentukan komite 
pengelolaan

SK gubernur

7.3 Membuat dan 
mendistribusikan 
logbook; 
pengawasan, 
ghost fishing, ETP, 
dan format 
laporan

Tersedianya logbook 
dan form monitoring 
penangkapan 
rajungan

7.3.1 Menyediakan 
logbook pendataan 
hasil tangkapan 
target, non target, 
dan ETP

a. Tersedianya logbook Logbook pendataan hasil 
tangkapan

7.3.2 Menyediakan 
form monitoring

a. Tersedianya form 
monitoring Form monitoring

7.4 Pelatihan 
pengasawan dan 
pengisian logbook 
dan penulisan 
laporan

Kelompok kerja bagian 
pengawasan 
memahami cara 
penggunaan logbook 
dan pengisian form 
monitoring

7.4.1 Pelatihan 
penggunaan 
logbook dan form 
monitoring

a. Tersedianya TOR 
Pelatihan
b. Tersedianya laporan 
hasil pelatihan dan 
dokumentasi

TOR Pelatihan
Laporan dan dokumentasi

7.5 Melakukan 
pertemuan rutin 
untuk 
mengevaluasi 
pengawasan

Tersedianya laporan 
evaluasi dan strategi 
perbaikan

7.4.2 Evaluasi hasil 
pengisian logbook 
dan form 
monitoring

a. Evaluasi kinerja 
kelompok kerja bagian 
pengawasan dan hasil 
logbook serta 
monitoring

Laporan hasil evaluasi 
dan strategi perbaikan





Sambutan oleh Muhammad Idnillah, Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan, DJPT, KKP

Pengurus Pengelolaan Rajungan Kalimantan Timur
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andar MSC
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